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Pendidikan

. S1 — Fak. Teknik — Jurusan Informatika Universitas Surabaya (UBAYA)
S1 — FHISIP — Jurusan Ilmu Hukum — Universitas Terbuka (Belum Lulus)
S2 — Fak. Bisnis dan Ekonomika — Magister Manajemen — UBAYA

Pengalaman ASN

Probity Advisor Direktorat Advokasi & Peny. Sanggah LKPP 2019
Pejabat Pembuat Komitmen Setdakab. Kutai Barat 2018 - Sekarang

Kepala Sub-Bagian Perencanaan Pembinaan UKPB]J Kab. Kutai Barat 2017-Sekarang

Kelompok Kerja ULP Kab. Kutai Barat 2015-2016

Pejabat Pengadaan Disbudparpora Kab. Kutai Barat 2016

Pejabat Pengadaan Dispenda Kab. Kutai Barat 2015-2016
Anggota Sekretariat ULP Kab. Kutai Barat 2014-2016

: Pranata Komputer Seksi Pendataan Dispenda Kab.Kutai Barat 2011-2016
\ .

\ Pengalaman Mengajar

Calon Fasilitator Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat 2020

Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat 2017 — Sekarang

B Tutor Universitas Terbuka terakreditasi PATUT 2014 - sekarang

Dosen Politeknik Sendawar Jurusan Administrasi Bisnis 2012- sekarang
Dosen Luar Politeknik Negeri Samarinda Jurusan Nautika 2010

Trainer 5 Training Dasar PT. Harmoni Dinamik 2007-2010

Asisten Mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Surabaya 2004-2007

£- istiangamas.net/

npbj.kutaibaratkab.go.id




Legalitas Pengadaan Barang/Jasa

Berkaitan dengan kontrak/Kepatuhan

Persepsi Publik terhadap Etika, Transparansi, dan
fairness

Penggunaan APBN/APBD

Pasar/Marketplace semakin Signifikan

1. Kontrak
2. Pelaku Usaha

3. Keabsahan Kontrak

christiangamas.net


christiangamas.net

Hukum Perdata

Orang-Benda/Barang-Perikatan-Pembuktian dan Kadaluwarsa

Pasal 1338 KUHPer

Semua Perjanjian yang dibuat secara Sah berlaku
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik
Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak
atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-
Undang dinyatakan cukup untuk itu

christiangamas.net
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Perdagangan

One of the most powerful influences on human activity is the driving force of trade. Governments may be
overthrown. Wars may break out. Larger areas of country may be devastetated by natural disaster, but
somehow traders find ways of establishing and continuing business relationships.

The Inventiveness of the scientist and the engineer in matter of physical is matched by the ingenuity of the
trader in constantly developing new sales techniques, new instruments to accommodate more
efficiently the requirements of the commercial community, new methods of surmounting hurdles thrown up
by the law or by the actions of government.

Roy Goode - Goode on Comercial Law

Driving Force Perdagangan Barang/Jasa christiangamas.net
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Kontrak PBJP

“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara

PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.”

Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun
2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres16/2018)


christiangamas.net
https://bit.ly/KONTRAKSWAKELOLA

Kontrak dan Peraturan Perundangan

Semua Perjanjian yang dibuat secara Sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya

Undang-Undang Peraturan Perundangan Kontrak Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

* Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dsb * Kontrak PBJ Penyelenggara Swakelola, Kontrak PBJ

* Mengikat seluruh WNI Melalui Penyedia

* Pelanggaran : Pidana, Perbuatan Melawan Hukum * Hanya Mengikat para Pihak

* Pelanggaran : Wanprestasi, Misintepretasi

christiangamas.net
G ssssaLaLaLSLSTSSTSTSSSSSSEEEEEEEEEEEE
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1. Pemilihan Penyedia > b 4
Kelompok Kerja

Skema Kesepakatan Pemilihan/Pejabat
. Pengadaan/PPK
Para Pihak Berkontrak
I
1. Penawaran Pekerjaan 2. Penerbitan SPPBJ =
Barang/Jasa (Offer)
2. Menjawab Penawaran (Counter
Offering)
3. Penerimaan (Acceptance)

3. Penandatanganan Kontrak

Tahapan PBJP secara umum antara Pemilihan Penyedia menuju Kontrak

christiangamas.net !
G ssssaLaLaLSLSTSSTSTSSSSSSEEEEEEEEEEEE
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1. Pemilihan Penyedia -
Kelompok Kerja

D 4
Pemilihan/Pejabat s 3L 4
Pengadaan/PPK %lﬁl ﬂ

a5

Skema Kesepakatan

Para Pihak Berkontrak

[

1. Penawaran Pekerjaan 2. Penerbitan SPPBJ - :
Barang/Jasa (Offer) 1

2. Menjawab Penawaran (Counter g~ \
Offering) / b*

3. Penerimaan (Acceptance) |

3. Penandatanganan Kontrak

PPK Khusus e-Purchasing pada nilai diatas 200juta Rupiah

christiangamas.net n
G ssssaLaLaLSLSTSSTSTSSSSSSEEEEEEEEEEEE
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Kontrak PBJP Penyedia

|
* Merupakan Produk » SPPBJ
Persetujuan/Penerimaan Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Tender Konsolidasi :
Belanja Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Bupati dan ATJ,Belanja
* Pihak-Pihak yang sepakat mengikatkan Pemeliharaan Aset Tetap - Belanja Pemeliharaan Taman Kantor Bupati dan Balai Agung ATJ (Tender
Ulang)

* Pihak Debitor dan Kreditor

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui SPSE Kab. Kutai Barat dengan Nomor

* Memenuhi untuk berbuat) tidak berbuat) kode tender 2704249 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penawaran Pekerjaan Tender Konsolidasi :
menyerahkan, atau memberikan sesuatu Belanja Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Bupati dan ATJ,Belanja

. . . Pemeliharaan Aset Tetap - Belanja Pemeliharaan Taman Kantor Bupati dan Balai Agung ATJ dengan

* Terpenuhi kewajiban maka Menerima Hak harga sebesar Rp Rp 948.477.908,40 (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh

puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan koma empat nol rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan
diterima/disetujui.

Common Law christiangamas.net
G ssssaLaLaLSLSTSSTSTSSSSSSEEEEEEEEEEEE
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Pihak yang bersepakat dalam PBJP

Siapa yang melakukan kontrak pengadaan barang/Jasa Pemerintah setelah persetujuan/Penerimaan?

* Pengguna Anggaran/Kuasa ¢ Penyedia

Pengguna Anggaran » Penyedia adalah Pelaku
(PA/KPA) Usaha
* Pejabat Pembuat * Bertanggung Jawab atas
Komitmen (PPK) yang Objek (Awal : Debitor)
menerima pelimpahan e Pelaku Usaha dapat
kewenangan dari PA/KPA Perorangan, dapat Badan
Usaha.

Siapa saja? christiangamas.net
G ssssaLaLaLSLSTSSTSTSSSSSSEEEEEEEEEEEE
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Pelaku Usaha

Pasal 1 ak 3 Permendag 08/2020

Pelaku Usaha adalah perorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu

Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan christiangamas.net


christiangamas.net

Perusahaan
Pasal 1 UU 8/1997

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau
laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-
perorangan maupun badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum, yang
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia.

Perusahaan dalam UU Dokumen Perusa haan christiangamas.net


christiangamas.net

Perbedaan?

Antara Badan Usaha dan Badan Usaha Sekaligus Badan Hukum

Badan Usaha Badan Usaha
Sekaligus Badan
Hukum
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=l . BADAN USAHA / BADAN HUKUM?

BUSINESS B r& c

Badan Usaha Badan Hukum Hak Suara
Untuk Kendali
Perseroan Terbatas (PT) Arah PT

UU 40/2007

Harta Pribadi Harta

Perseroan Direksi
Resolusi tradin
Terbatas ( g)

Pemegang
Saham dalam
RUPS

Aktifitas Bisnis

Pemegang
saham

1 1 X
1 | X
1 | .
1 N .
Pemisahan : Hak Modal ! :
Harta : : :
Dan 1 . Keputusan i
Konsekuensi ! 1 Kemenhumham 1
1 1 1
Hukum L ! Y :
Dewan Komisaris : 1

(Mengawasi) -

Sama-Sama

Berdasar KBLI

Badan Usaha
Persekutuan Komanditer (CV) |

Sekutu Pasif

1

1

v 1

KUHD dan Surat :
Permenhumham17/2018 ura :
Keterangan |,

Harta Pribadi . Terdaftar ||
Sekutu Pasif Hak Modal E

:

1

Y

Pemisahan Harta
Dan ‘

Konsekuensi Hukum Sekutu Aktif - -
Kecuali Sekutu Pasif melampaui H H H Aktifitas Bisnis
b P Beserta Harta Hak Kendali . Direksi :
dan bertindak seolah Sekutu . . Resolusi—» (tradmg)
Aktif maka diperlakukan seperti Pribadi ngamas.net
Sekutu Aktif
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CONTOH LEGALITAS

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KEMENHUMHAM UNTUK CV

REPUBLIK ITHDONBIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD:::IISTIAS! HUKUM UMUM REPUBLIX INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

R . Y b ——

Telp. (021) 5202387 - Hunting ADMINISTRASI HUKUM UMUM

J. HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, jakarts Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

NOMOr  : WS S s Tahun 2018 Kepada Yth.
Notaris s s - = & -
Lampiran : - - v GES e
Perihal  : Surat Keterangan Terdaftar Raya pondok Cabe kav 77
» D e Kota Tangerang Selatan Nomer  : AHU-00026.40.21 2014 Kepads Yth
Lamgiran : Nctans

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Perihal  : Penerimean Pemberitshusn
Usaha berdasarkan Akta Nomor © s S 0 yang dibuat oleh Notaris @ s bakan Ang Dases
SH., M.KN berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal Peru garan

31 Desember 2018 mengenal pendaftaran = S e s berkedudukan di Jakarta Selatan -

telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan

TS W Sesuei dengan data dalam formst Isian Perubshan yang disimpen di dalam sistem Administras:
Baden Hukum berdasarkan Akts Notaris Nomaor 23, tanggal 01 Mei 2014 yang dibust oleh Notaris
Ulheion 0 carts, Somge! 32 Casecriber 2038 berkedudukan ¢i KOTA PALEMBANG, beserts dokumen pendukungnys, yang diterima
‘"&%&mj&gﬁu TR AN tanggal 18 Mei 2014, mengenai perubshan Jenis Perseroan, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4
DANEETIN SENDERAL ACHENETRAS) HUES Ly Ayst 4, Passl 5, Pasal 6, Pasal 7, - berkedudukan ¢i KOTA
JA_' ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatst di dalam Sistern Administrasi Badan
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM, T —
19690918 199403 1 001
Perubshan anggaran dasar sebagaimena dimaksud diatss mulai berlaku sejak tanggal
DICETAK PADA TANGGAL 31 Desember 2018 citerbitkan surast pemberitshusn ini.

Pendaftaran = Surat Keterangan Terdaftar christiangamas.net

Perubahan = Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
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CONTOH LEGALITAS

SURAT KEPUTUSAN KEMENHUMHAM UNTUK PT

Mecsstaphan
KESATU

KEPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-09159.40.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

o A s

: & Babwa Notaris (N MXN. sesual Akta

Nomovlm 2014 tentang Pandrian Badan Hukur{JNNNN

S tangosl 17 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftarsn
I cish sesual dengan persyaratan pengesshan Pendirisn
Badan Hukum Parseroan;
b. Babwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dafam hundd a, pary
menstapkan keputusan Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusis lentang
Pangesahan Pendrian Badan H

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan pendrian badan hukun - - ang

barkadudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karens telah sesus

dengan Data Format Msian Pendidan yang disimpan di dalam

Administrasi Badan Mukum Adta Notars m;‘-
April 2014 yang dbuat oleh .. MKN. yang berkadudukan o

KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA TIMUR.

Pendaftaran = SK Pengesahan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-01173.AH.01.02. Tahun 2010
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

S SN SR SR SN SN SK SN S S

S SN N

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model 11 §
dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 04, tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat dan §
disampaikan oleh Notaris Lazmi Aza, SH dan diterima pada tanggal 2 November 2009, telah |
memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesis;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor §
M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tuta Kerja Departemen Hukum dnn 1
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hask Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 ;
M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan ;
Badan Hukum Perscroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian §
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

AR AR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA :

bahan anggaran dasar I
, berkedudukan di  Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akug
7

Notaris Model 11 isi di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan
slnn Akt vt i Nowrs [

18

Perubahan Anggaran Dasar - Surat Persetujuan christiangamas.net
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CONTOH LEGALITAS (LANJUTAN)

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEMENHUMHAM UNTUK PT

CEMENTERIAN HUKUM DAN MAK ASAS! MANUSIA * Bila ada perubahan (misal perubahan pengurus)

ﬁ?&ﬁ?‘,‘l‘.’."f&  KemenhumHAM Ditjen Administrasi Hukum Umum

ADMINISTRAS|I HUKUM UMUM : :
3 1A Fomtine Seid Ko, 67 Kamimpoe, Jobunt Selebis mengeluarkan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran

Telp. (021) 5202387 - Hunting Dasar

Nomeor : AHU-00026.40.21.2014 Kepeds Yth
Lamgiran :
Perihal  : Penerimasan Pemberitshuan

Perubshan Anggaran Dasar

-

Sesusi dengan dsta dalam format isian Perubshan yang disimpan di dalam sistermn Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 23, tanggal 01 Mei 2014 yang dibust oieh Naotaris
berkedudukan i KOTA PALEMBANG, beserta dokumen pendukungnys, yang diterima
tanggal 18 Mei 2014, mengenai perubshan Jenis Perseroan, Pasal 1 Ayst 2, Pasal 4 Ayst 3, Pesal 4
Ayst 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, berkedudukan ci KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat ¢i calsm Sistem Administrasi Badan
Hukum
Perubshan snggaran dasar sebagaimans dimaksud diatss mulsi berlaku sejak tanggal

cterbitkan surst pemberitashuan ini.

Apabila terjadi Perubahan Anggaran Dasar christiangamas.net


christiangamas.net

Suatu Kontrak dinyatakan Sah bila telah memenuhi syarat-syarat kontrak berdasarkan
KUHPer
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Syarat Sah nya suatu kontrak

Tercapainya Kesepakatan | |
Pihak bersepakat mempunyai
kapasitas hukum
Objek yang disepakati s |
Null

Kausanya Halal
KUHPer Pasal 1320 christiangamas.net

Syarat Sah nya
Suatu Kontrak

,,,,,,,,,,,,,,
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Syarat Sah nya suatu kontrak

Tercapainya Kesepakatan | |
Pihak bersepakat mempunyai
kapasitas hukum
Objek yang disepakati s |
Null

Kausanya Halal
KUHPer Pasal 1320 christiangamas.net

Syarat Sah nya
Suatu Kontrak

,,,,,,,,,,,,,,
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Syarat Sah nya suatu kontrak

Voidable
Pihak bersepakat mempunyai |EE———
kapasitas hukum
Syarat Sah nya
Suatu Kontrak
Null
and

Void
Kausanya Halal
KUHPer Pasal 1320 christiangamas.net
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Kausa nya Halal

Perizinan
1. lzin Usaha, dan
2. lzin Komersial atau Operasional

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 2018

, Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (OSS)
Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral
Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Bidang Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertahahan Masional

Ketenagalistrikan

. Permen PUPR Nomor . . . . .
08/PRT/M/2019 + Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJ5) Ketenagakerjaan

Pedoman Pelayanan
- Perizinan Usaha Jasa . . .
' Konstruksi Nasional + Agama q + Kementernian Hukum dan Hak Asasi Manusia

https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_regulasi

Null and Void christiangamas.net
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Perorangan

* Pihak yang bersepakat mempunyai Kapasitas e Kausanya Halal
Hukum  Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (lzin
* Nama dan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha Usaha)
Perorangan sesuai * Terdaftar Izin Komersial [ Izin Operasional
* KTP * Tidak melanggar UU/Kaidah kesusilaan yang
« NPWP berlaku
e e R chrisangamas.ne
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Perorangan

* Pihak yang bersepakat mempunyai Kapasitas e Kausanya Halal
Hukum  Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (lzin

* Nama dan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha Usaha)

Perorangan sesuai 4
- ¥

« NPWP
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 syst (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Perizanan Berusaha Terintegrasi Sccara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada -

S

Nomor KTP
Alamat

Jumish Modal Ussha

|.mmmmwmwmmmmmm
zmmmmmmmquwmmrﬂ
Dafiar Perusahaan. ‘
3.mmmmwmu¢-mmmm(w
W)mmm :
A‘wNMymmmmmmmwmmm

Diterbitkan tanggal - § Februari 2020 , Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pihak Bersepakat mempunyai kapasitas hukum (voidable) .
Kausanya Halal (Null and Void) christiangamas.net 26
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Perorangan

* Pihak yang bersepakat mempunyai Kapasitas e Kausanya Halal
Hukum  Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (lzin
* Nama dan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha Usaha)
Perorangan sesuai * Terdaftar Izin Komersial [ Izin Operasional
« KTP s e
e NPWP *
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN USAHA
(Izin Usaha Mikro Kecil)
Berdasarkan ketontuan Pasal 31 Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tabun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusala Terimegrasi Sccars Elektronik. untuk dan atas mama Bupati/Walikots, Lembaga 0SS
mencrbitkan tzin Usaha berupa Lein Usaha Mikro Kecil (TUMK) kepada:
——
Nomor Induk Bermsala -
Almnat Rumah
Kode / Nama KBLI L <96112 FAKTIVITAS SALON KECANTIKAN
< 96122 | AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
JUMK berlaky untuk metskukan kegiatan usaba baik prodaksi maupun pesjaalan barang/jas dan berlaku schagai
2m lokasi usmbs sesuas ketentisan porandangas.
Izin Usaha Mikro Kecil (ITUMK ) berlskn cfektif sejak tmggol dikelwarkan
Pihak Bersepakat mempunyai kapasitas hukum (voidable) Diterbitkan tanggal - § Februari 2000, Ol Bupti / Walikota

Kausanya Halal (Null and Void)
G ssssaLaLaLSLSTSSTSTSSSSSSEEEEEEEEEEEE

CHTISUdIgdrl ias.net



christiangamas.net

Perorangan

* Pihak yang bersepakat mempunyai Kapasitas
Hukum o

* Nama dan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha
Perorangan sesuai

* Kausanya Halal

Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (Izin
Usaha)

* Terdaftar Izin Komersial [ Izin Operasional

Tidak melanggar UU/Kaidah kesusilaan yang

 KTP .
« NPWP berlaku
PEMERIN’I‘AHRBPUELIKINDONESM
LAMPIRAN
1a1s Usaten Mikio Kecil atas nasn
dieibakan melabui sistem OSS dewgan rincias scbagat berdon Dot P o
1 Lokast Proyek
1) Provins - Kalimastan Timuor
2} Kabupaten/Kota o Kab Mabakun
Ul
3). Kecamatan ! Long Bagon
4). Alamat Usaha © WJOH BILANG RTOT
b Kode/Nama KBLI - 96112/ AKTIVITAS SALON
KECANTIKAN
¢ Jumish Tenagn Keja Indoncss + 20mng
e
2 Lokas Proyek
.I).anhu Kalimantan Tiur
7). Kabupssea/Kota - xmﬂ—
1), Kecamatan :
: HILANG RT. 067
.m& ;.Ex:o’ummusnmrn
o Jemish Tensga Kera Indosesia 3 Ocmg
- R

Pihak Bersepakat mempunyai kapasitas hukum (voidable)
Kausanya Halal (Null and Void)

christiangamas.net
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Badan Usaha

* Pihak Bersepakat Mempunyai Kapasitas Hukum e Kausanya Halal

* Nama penanggung-jawab sesuai Anggaran Dasar * Aspek Legalitas
(Kesesuaian nama) « Badan Usaha Non Badan Hukum :

* Jabatan Penanggung Jawab (perhatikan jumlah * Pendaftaran Anggaran Dasar berupa Surat
direksi yang dapat mewakili 1atau 2 atau3? Keterangan Terdaftar, dan
Presiden Direktur, Direktur Utama, Direktur) .

o * Perubahan AD berupa Surat Penerimaan

* Jangka Waktu Jabatan Direksi (3 tahun atau 5 Pemberitahuan
’[c\lahun)P - ” 5 buk e Badan Usaha Badan Hukum:
maeTeak) erusahaan sesuai Anggaran Dasar (bukan * Pendaftaran : Surat Keputusan Pengesahan

* Perubahan Anggaran Dasar : Surat

 NPWP Badan Usaha :
Keputusan Persetujuan

* Perubahan Pengurus : Penerimaan
Pemberitahuan

 Terdaftar Nomor Induk Izin Berusaha / NIB (lzin
Usaha)

* Terdaftar Izin Komersial / 1zin Operasional

 Tidak melanggar UU/Kaidah kesusilaan yang
berlaku

Pihak Bersepakat mempunyai kapasitas hukum (voidable)
Kausanya Halal (Null and Void) christiangamas.net
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Kapan Akta Mulai Berlaku?

Legalitas Pelaku Usaha Badan Hukum (PT) Berlaku sejak

e Pendirian

Perseroan memperoleh status
badan hukum pada tanggal
diterbitkan SK Pengesahan oleh
Menkumham (Ps 7 ayat 4 UUPT)

Konsekuensinya?

Jika sudah ada akta pendirian
tanpa SK Pengesahan, perbuatan
hukum dilakukan oleh semua
anggota Direksi Bersama sama
dengan pendiri serta semua
anggota Dewan Komisaris (Pasal
14 UUPT)

Add a footer

Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan yang memerlukan SK
Persetujuan, meliputi :

* Nama dan/atau tempat kedudukan
e Maksud dan tujuan

* Jangka waktu berdiri

* Modal dasar

* Pengurangan modal ditempatkan
dan disetor

* Status perseroan menjadi terbuka

Berlaku sejak tanggal diterbitkannya
SK Persetujuan, perubahannya selain
yang disebutkan, memerlukan
Penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar dann mulai
berlaku sejak tanggal diterbitkannya
surat Penerimaan pemberitahuan
(Pasal 23 UUPT)

Perubahan Pengurus Keputusan
RUPS mengenai pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian
Direksi juga menetapkan saat
mulai berlakunya

Dalam hal RUPS tidak menetapkan
mulai berlakunya, maka
pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian mulai berlakunya
sejak ditutupnya RUPS

Pergantian Pengurus memerlukan
Penerimaan pemberitahuan
perubahan data Perseroan (Pasal
95 jo Pasal 111 UUPT)

christiangamas.net
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Contoh Anggaran Dasar dan kaitannya dengan Kewenangan Bertindak
2. &. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --

untuk dan atas nama Direksi serta mewakill -<==-
‘ Pcrs’roar‘. ————— . A A N S A A T —
b. Dalam hal Direktur Utams tidak hadir atay ===—==

berhalangan karena sebab apspun juga, yang tidak
cerlu dibuktikan kepada plhak ketigs, maka salan
seoorang anggota Direks!i lainnya berthak dan —==—-
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direkal

sarta mowakili Perseroan, =~=—----<= s e At A

Pihak Bersepakat Mempunyai Kapasitas Hukum christiangamas.net
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Contoh Anggaran Dasar dan kaitannya dengan Kewenangan Bertindak
2. &. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --

untuk dan atas nama Direksi serta mewakill -<==-
‘ Pcrs’roar‘. ————— . A A N S A A T —
b. Dalam hal Direktur Utams tidak hadir atay ===—==

berhalangan karena sebab apspun juga, yang tidak
cerlu dibuktikan kepada plhak ketigs, maka salan
seoorang anggota Direks!i lainnya berthak dan —==—-
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direkal

sarta mowakili Perseroan, =~=—----<= s e At A

Pihak Bersepakat Mempunyai Kapasitas Hukum christiangamas.net
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Contoh Kewenangan Direksi Bertanda-tangan lebih dari 1 orang

2. &, Fresiden Dirextur bersasa-sana Wakil Fresiden -

'Direktut: atan -

fb. Pruplden Ditakiur Datsama-3ani »edrAng

|D:roktu:: ACAU. e —— & e
t:. Wakil Preziden Dirextur borsama-~sals 200Lang —-

lblroktura

SAIDAK DArVALANG BErtindak untuk 4an ATAY AR e

DLrekal persa nevakill PFerosroan, balik di dalam dan

Pihak Bersepakat Mempunyai Kapasitas Hukum

christiangamas.net
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Contoh Perubahan Pengurus

-DIREKSI:
-presiden Direktor  : Tuan [N
| -oirekeur . ruan [
sngkapnya adalah sebagai -Direktur : Tuan _;_
5 yatas terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai —-
=

Pihak Bersepakat Mempunyai Kapasitas Hukum christiangamas.net

”

dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -
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Contoh Masa Berlaku diAD

DIREKSI

~Pasal 17
Perserocan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi —-
yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat
sebagai Presiden Direktur dan seorang atau lebih ——

diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur (bilamana

diperlukan) dan/atau seorang atau lebih Direktur. -

3. Anggota Direksi disngkat oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----

tidek mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikannys sewaktu-waktu. =——=——==mmmwoo—o—————

Pihak Bersepakat Mempunyai Kapasitas Hukum christiangamas.net
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Contoh

Kausanya Halal

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

"
w—u-mmu-,-mmm—nw—- Tahus 201K tentang Pelyyanan
) Secars Elektronlk, Lembags 0SS ehurkas NIB kepada.

Namas Perusahsan
Alamat Kastor Kovexpondess)

NPFWP

Nomor Tolepon

Nomor Fax

Eimail

Kode dan Nama KBLI
Status Pensnamuan Modal
Jenis APL

Status API

Akes Kepabeanan

| NIE mcrupahan identites Pelaky Usaha dalam rangha pelad Aeysatan berusaha dan beelaki selama
memgalankan Lopatan Usahs seximi b 7 P Sang-unidang:

‘\13“&:1“&-“%“,&.*' pakan pengesaban Tands
Duftar Perusaul » | Lengp Buk akses hepods dan by p has lagoran p

IWOSSMMWW“-M“AMJMMNMM

P pan atas P g fektufan APT sessi dongan standar yung detetaphan Keosenierian
Perdagangan.
. Sclurubi data yung tercastum dalem NIB dapat berubah sesuni doagan perkembangan keg by h
Dhierbithan tangpal 19 Februae) 2000 Oleh - Baden Kovedinan Pesanames Modal

INdhsmmen 3x doter tarton wadsdus Wivem (\Y 6131 duter duts 401 potats wute Lidumirue don butuston s dns vany dumpdioe
datom fidimmen i At dasi sung BT ISR dulam Uime (1)) euniad oag pung Ade U pulids 4 ishs pemanag

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
.ﬁ

No. Kode KBLI | Nama KBLI
1 10320 E:musnl PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN
UAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
2 10399 NDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN
AINNY A BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
3 11090 JINDUSTRI MINUMAN LAINNYA
4 46202 ERDAGANGAN BESAR BUAH YANG
ENGANDUNG MINYAK
s 46312 [PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN
6 46339 AGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN
INNYA
7 16491 I:nm\omam BESAR PERALATAN DAN
FRLENGKAPAN RUMAH TANGGA
0 4640 PERDAGANGAN BESAR HERBAGAI BARANG DAN
TRLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
v 146599 DAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA
10 #2920 JAKTIVITAS PENGEPAKAN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanys berfaky umtuk Nama KBL1 dan Kode KBLI
yang dalam | e

.

Dicetak tangped : 19 Febenarl 2020

christiangamas.net
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Contoh

.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

- l'll:.NJUSe:‘HA — @RAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
(Izin Usaha Jusa Konstruksi) KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemermtah Nomor 24 than N Usat PT
2018 1entang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekuronik, untuk dan atas nama Nomer lnduk Berusoh 91
Menteri, Pimpinan Lembaga. Gubernur, Bupaty'Walikota, Lembaga OSS menerbithan Loan Usaba
Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada -~ = = o
] s K M P S | KB 71000 . ARTIVITAR KEDMSDEYERAN | L MELVETIA BAYA MO e
Nama Usaha T Lonss DAN KONSUL TAS TEENIS YIS Kol Finania Tongeh Kag Masdon
Somwr Pk 20N 2V EIV TR AT Hetorma Bt Ko Bne Metan Poome
Nomor Induk Berusaha 91 Sitie thais
Nene | cma
IA.I‘H“' T ,L b W akhons Kons Mt P Sesnanes | KNLE TIO00  AKTINIIAS ARSITEKTLR L MELVETLA BAY A NOD. e
RKorespondensi M Lars Nomww Popub RIS I L3S0 00 T000 000 | Mt Mo Tomph Rnc. Mok
Medions Bt bne Boas Ml Pt
Kode KBLI Lihat Lampiran Srormns L 1are
Nama KBLI Lihat Lampiran —
Lokas) Usaha Lihat Lampican Tanggal Terbit Lein Usaba Proyvek Pertuma

@ wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesual ma@
an

2 Pelaku usaha yang telah mendapathan Lan Usaha i dapat melakuban kegiatan
tercantum pada Pasal 38 aywt (1) dengun tetap memperhatiban ketentuan pada Pasal 18 aym
(2) Permuran Pemerintah Nomot 28 Tahun 2018

3. Pelaku Usaba selanjitnys memproses izin komersial/operasional jika dipeovysrathan sosuai
P an perundang-undang belum melakuban kegistan komersial ‘operasional.

4 Apabuia di kemodian han ternyata terdapat kebeliruan dalam Keputusan mi, maka akan
dilskukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbat Lzin Usaha Proyek Pentama ¢ M Desember 2019

Kausanya Halal christiangamas.net
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA @mm 1ZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
(bz8n Usnha Jass Konstruksl) KOMITMENEFEKTIF

Bordasarkan Ketentuun Pasal 19 ayat (1) dan Paal 32 Peraturan Pomerintsh Nomoe 24 tshun

Namaz Usidha 4
2018 tentang Pelayaman Perizmnan Berusaha Tenntegras: Secara Elehtronik. umtul dan atas nama Nomor lndck Berunabu Ll I
M. Pimy haga. Gub . Bupati’'Walikota, Lembaga OSS menerhithan Lon Usaha
Lna Usaha Jasa Koastrukoi bepada Ne L ] [ Lhos Ludbe
b | i e Mo P B [ 500 Th00r . ATV RN | VLA AT A N
; . - AN KON TN TTAONE Y804 Bk Mrnss T Ko Mo
Nama Usaha rn L T TR TR [N S e -
[T
Nomew Induk Berwsaha 913
[T
Alamat Kantos I T | W B Mo Pt B | ERED 70000 AKTIVITAN ARSITERTUN | MELVETIA AT A W0 100
. N Py CESTITPNTEFI v - Vi
Korwspondensi Vi - . i R Ko M P
Kode KHLI Libuat Lampiran e
A
Nama KBLI Lihat Lasnparan

Lokast Usaha

l2in Usaha ind belah memenuhd komitmes dan berlske efektif selana Pedaky Ussha menjslankan
dan'stan kegaatannya sesuat ketentuan Perstuan Perundang-Undangan

Apabils di kemedian han termyuta tendopat kekelirman dalam Keputwsan ind, moks skan
dikdkuban perbaikan sehagaimana mestinya

Tanggal Terbut lzin Usaha Proyek Periama

Tanggal Terbit Loin Usabis Proyeh Perrama 31 Desember 2010

TELAH EFEKTIF/SUDAH MEMENUHI KOMITMEN

otk tamgead 11 Vel Ju28 Dconah bamgand | 11 Aled 2000

Kausanya Halal
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Kesimpulan
* Legalitas Pelaku Usaha Berkaitan dengan Syarat Sah nya Kontrak

* Pada Badan Usaha Non Badan Hukum Pendaftaran dibuktikan dengan
Surat Keterangan Terdaftar, bila ada Perubahan dilengkapi Surat
Penerimaan Pemberitahuan

* Pada Badan Usaha ber-Badan Hukum
* Pendaftaran : Surat Keputusan Pengesahan
* Perubahan Anggaran Dasar : Surat Keputusan Persetujuan
* Perubahan Pengurus : Penerimaan Pemberitahuan

e Perhatian Pada Akta

* Nama dan Tempat Kedudukan
* Jumlah, Jabatan, Jangka Waktu, dan Nama Direksi

Diskusi? christiangamas.net
G ssssaLaLaLSLSTSSTSTSSSSSSEEEEEEEEEEEE
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Referensi :

1. Dokumen
Legalitas
Pelaku Usaha
by Tria Karunia
2. Perizinan
Terintegrasi
Pada
Pengadaan
Barang/Jasa by
Nova Zanda
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Peserta dari Kubar Raih =
Predikat Terbaik .
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Mari Jadikan Pengadaan Barang/Jasa ™

Sebagai faktor penunjang untuk mencapai
tujuan dari Organisasi demi Kesejahteraan
Bangsa
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